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PRAKATA

Draft awal buku ini merupakan laporan hasil kajian dan
riset yang dilakukan oleh ASEAN Studies Center UGM
pada tahun 2014. Kami berinisiatif mengubahnya dalam
bentuk buku agar temuan-temuan riset ini bisa
dipublikasikan, dan tentunya bisa bermanfaat bagi
masyarakat luas. Riset tersebut terlaksana atas dukungan
dana RKAT Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(FISIPOL) Universitas Gadjah Mada tahun 2014. Untuk
itu, kami berterima kasih kepada Dekan FISIPOL UGM,
Dr Erwan Agus Purwanto, jajaran Wakil Dekan (Dr Najib
Azca, Dr Nanang Pamuji dan Drs Suparjan MSi), beserta
segenap staf akademik dan administrasi di lingkungan
FISIPOL UGM.

Pelaksanaan riset ini dilakukan pada bulan April-
September 2016, dengan berfokus di dua kota: Jakarta
dan Yogyakarta. Studi kasus pertama (HAM) difokuskan
di Jakarta dan studi kasus kedua (UMKM) dilaksanakan
di Yogyakarta. Penulis berterima kasih atas bantuan
rekan-rekan aktivis Masyarakat Sipil yang bergerak di isu
HAM di Jakarta serta para pelaku Usaha Kecil dan
Menengah dan asosiasi usaha, yang kami wawancarai di
Yogyakarta. Terima kasih juga kami sampaikan pada
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta
yang sempat menjadi mitra kerja dari ASEAN Studies
Center UGM dan menjadi referensi cukup baik dalam
studi ini.
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Kami juga berterima kasih kepada Dr Hempry Suyatna,
Dr AG Subarsono, dan Lugman-nul Hakim yang
berkenan memberikan komentar konstruktif ketika
Expert Meeting (Desember 2014) untuk keperluan riset ini.
Prayoga Permana dan Dr Dafri Agussalim, sebagai
Direktur ASEAN Studies Center UGM, memfasilitasi
proses pengerjaan dan penyempurnaan riset ini sehingga
bisa dituangkan dalam bentuk buku. Selain itu, dalam
proses pengerjaannya, bantuan-bantuan teknis dari Ezka
Amalia, Dhian Shinta Pradevi, Amalia Estetika, Dedi
Dinarto, Nisa Agistiani, Ainun Habibah, Nitia Agustini,
Ario Bimo Utomo, Armando Wilson, Deddy
Rachmadani, Putri Rakhmadani, Shane Preuss, Dio
Tobing, dan segenap staf ASEAN Studies Center UGM
2014-2016 juga memberikan jalan bagi terselesaikannya
buku ini. Kami terutama berterima kasih atas bantuan
berharga dari Abie Zaidannas dan Andika Putra terkait
dengan penyelesaian teknis naskah buku ini.

Bab 2 dimuat dalam ARM. Umar, (2016). “Transformasi
Ruang dan Partisipasi Stakeholders: Memahami
Keterlibatan Aktor Non-Negara di ASEAN” Jurnal
Penelitian Politik 13 (1): 33-52. Beberapa bagian dari Bab 3
muncul dalam ARM Umar, A Prabandari, dan RW
Nandyatama (2014) “Challenging State Hegemony:
ASEAN, Human Rights Advocacy, and Non-
Government Organisations in Indonesia” ASC Working
Paper No. 2, 2014. Penulis berterima kasih kepada Pusat
Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) atas izin yang diberikan untuk pemuatan
ulang artikel tersebut dalam buku ini. Buku ini juga
mendapatkan manfaat dari presentasi di International
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Conference on ASEAN Studies (Yogyakarta, Oktober 2014)
dan Seminar Akhir Tahun ASEAN Studies Center UGM
(Yogyakarta, Desember 2014). Kami berterima kasih atas
masukan dan pertanyaan konstruktif yang diberikan
terkait dengan sebagian isi buku ini.

Pada akhirnya, kami mengucapkan selamat membaca
buku yang kami tulis ini. Semoga buku ini bermanfaat
bagi para pengkaji Asia Tenggara, mahasiswa, akademisi,
dan seluruh warga ASEAN di sepuluh negara
anggotanya.

Yogyakarta, 17 Desember 2016

Editor,
Ahmad Rizky M. Umar
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KATA PENGANTAR
KEPALA ASEAN STUDIES GENTER UGM

Dalam dua dasawarsa terakhir, Association of Southeast
Asian Nations (ASEAN) telah berkembang sangat pesat,
baik secara kelembagaan maupun perannya dalam
percaturan politik regional dan internasional. Tidak
heran jika perhatian pengambil kebijakan, komunitas
akademik, pelaku bisnis, maupun organisasi non-
pemerintah terhadap lembaga regional tersebut juga
meningkat pesat akhir-akhir ini.

Dalam konteks akademik, perkembangan tersebut dapat
dilihat dari pesatnya perkembangan studi tentang
lembaga regional ini dalam beberapa tahun terakhir.
Studi tentang ASEAN dilakukan tidak hanya oleh
berbagai lembaga kajian di negara-negara anggota
ASEAN semata, tetapi juga dilakukan oleh lembaga-
lembaga kajian di berbagai belahan dunia lainnya, seperti
di China, Jepang, Eropa, Amerika dan Australia. Fokus
dari isu yang dibahas dalam studi-studi tersebut juga
beragam dan semakin meluas, mencakup isu-isu politik,
keamanan, sosial dan budaya.

Walaupun demikian, kebanyakan dari studi-studi
tersebut masih menggunakan pendekatan mainstream
konvensional, yaitu berfokus pada negara sebagai aktor
utama dalam interaksi antar negara-negara anggota
ASEAN. Sangat sedikit kajian, terutama di Indonesia,
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yang menawarkan pendekatan yang berbeda dalam
memahami dinamika dan perkembangan ASEAN dalam
beberapa tahun terakhir.

Buku ini, berbeda dengan kebanyakan studi-studi
sebelumnya yang menempatkan negara sebagai aktor
utama, mencoba melihat peran yang dimainkan oleh
aktor-aktor di luar negara (non-state actors) dalam
ASEAN. Dengan mengambil judul Diplomasi Stakeholders:
Kiprah Aktor Non-negara dalam Politik Regionalisme ASEAN,
buku ini menawarkan cara pandang lain di luar
pendekatan mainstream tentang ASEAN, dalam
memahami dinamika dan perkembangan regionalisme di
Asia Tenggara. Aktor-aktor non-negara, khususnya
masyarakat sipil dan Usaha Kecil Menengah (UMKM),
ditempatkan sebagai aktor penting dalam dinamika dan
perkembangan ASEAN dewasa ini.

Dalam penelitiannya, tim peneliti dan penulis buku ini
menemukan bahwa peran yang dimainkan oleh
masyarakat sipil dan UMKM dalam perkembangan
ASEAN ternyata sangat penting. Kedua aktor tersebut,
dalam pratiknya, telah menjadi faktor penting dalam
penguatan konektivitas ASEAN, khususnya dalam
konteks perwujudan ASEAN sebagai Komunitas
Ekonomi, Politik Keamanan, dan Sosial Budaya
sebagaimana dicanangkan sejak akhir tahun 2015.

*hIE

Buku ini merupakan hasil penelitian yang panjang dan
mendalam, serta menggunakan pendekatan dan metode
ilmiah yang terukur. Dengan demikian, validitas dan
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relevansi data, serta argumen yang termuat dalam buku
ini bukan saja dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah, tetapi juga kontekstual dan tepat waktu. Oleh
karena itu, buku ini bukan hanya bermanfaat bagi para
akademisi dan pengkaji ASEAN, tetapi juga penting
untuk dibaca dan dijadikan referensi baik oleh pengambil
keputusan serta stakeholders yang berkecimpung dalam
proses-proses politik maupun bisnis di kawasan Asia
Tenggara.

Sebagai Kepala ASEAN Studies Center UGM, saya ingin
menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih kepada
seluruh tim yang telah berhasil menerbitkan hasil
penelitian mereka dalam bentuk buku ini. Semoga hasil
karya ini bermanfaat bukan saja untuk para peneliti,
pengamat dan mahasiswa studi ASEAN tetapi juga para
praktisi di bidang terkait, yang pada akhirnya memberi
manfaat pula bagi seluruh masyarakat Indonesia
khususnya dan juga masyarakat ASEAN pada
umumnya.

Yogyakarta, Januari 2017

Dr. Dafri Agussalim, MA
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KATA PENGANTAR
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

Istilah “diplomasi” kerap dibayangkan sebagai sesuatu
yang elitis dan dilakukan secara terbatas oleh komunitas
diplomat dan pemutus kebijakan luar negeri. Namun
demikian, sejak ide tentang Masyarakat ASEAN digagas
pada tahun 2003, istilah diplomasi di Asia Tenggara
banyak dibicarakan oleh elemen-elemen masyarakat
yang lebih luas.

Buku Diplomasi Stakeholders ini dengan sangat baik
merangkum pergeseran-pergeseran tersebut. Melalui
buku ini, para pembaca diajak untuk berpikir melintas
batas-batas disiplin dalam kajian-kajian sosial dan politik
tentang praktik diplomasi kontemporer di kawasan.
Publikasi buku ini sangat tepat, terutama di saat negara-
negara di Asia Tenggara telah sepakat untuk
memperkuat proses regionalisme di kawasan melalui
‘Masyarakat ASEAN’".

Selain itu, buku ini juga telah memberikan sebuah upaya
yang sangat baik untuk membangun kerangka teori
tertentu guna memahami fenomena-fenomena sosial dan
politik kontemporer. Hal ini menjadi contoh baik suatu
penelitian yang tidak hanya memiliki manfaat praktis,
tetapi juga berkontribusi terhadap penemuan teori-teori
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baru dalam kajian sosial dan politik. Model penelitian
seperti ini perlu didukung dalam aktivitas-aktivitas
penelitian yang dilakukan oleh akademisi FISIPOL UGM
di masa yang akan datang.

Selaku Dekan, saya menyambut baik penerbitan buku ini.
Ke depan, saya mendorong semua elemen civitas
akademika di lingkungan FISIPOL UGM untuk dapat
menerbitkan hasil-hasil penelitiannya, sehingga karya
mereka dapat dibaca oleh masyarakat luas dan
memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa, masyarakat,
dan negara Indonesia.

Yogyakarta, Desember 2016

Dr Erwan Agus Purwanto, M. Si.
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BAB 1

PENDAHULUAN

BUKU ini mencoba untuk memetakan trayektori bagi
aktor-aktor non-negara -atau stakeholders ASEAN —
untuk melakukan advokasi kebijakan di tingkat ASEAN.
Buku ini memperkenalkan istilah ‘diplomasi stakeholders’
untuk menjelaskan pola-pola partisipasi aktor non-
negara dalam politik regionalisme di ASEAN yang
mengalami perluasan dan menjadi kian kompleks setelah
ASEAN Summit pada tahun 2003, yang mengisyaratkan
pembentukan ‘Masyarakat ASEAN’ pada tahun 2015.
Perkembangan tersebut menjadi semakin kompleks
setelah pada tahun 2007, ASEAN telah memasukkan
klasul ‘people-oriented” yang implikasinya adalah
mengakui keterlibatan masyarakat sipil dalam proses-
proses regional yang ada. Sejak awal dekade 2000an,
kelompok masyarakat sipil sudah mencoba untuk masuk
ke ranah regional dengan menyelenggarakan ASEAN
Civil Society Conference yang mengakomodasi banyak
organisasi masyarakat sipil untuk menyuarakan
aspirasinya kepada ASEAN.

Kendati demikian, ASEAN juga sampai saat ini
masih didominasi oleh ‘negara’ sehingga pengambilan
keputusannya juga masih sangat state-centrist atau

14
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berpusat pada negara.! Kajian dalam buku ini berupaya
untuk menjelaskan (1) bagaimana dan sejauh mana
ASEAN menyediakan ruang bagi stakeholders-nya
untuk terlibat dalam proses-proses regional, dan (2)
bagaimana para stakeholders memanfaatkan ruang yang
ada untuk mengartikulasikan kepentingan mereka.
Stakeholders dalam buku ini didefinisikan sebagai aktor-
aktor yang mengartikulasikan kepentingannya dalam
politik global (dalam konteks ini, regional).? Dua
pertanyaan ini cukup sentral karena sangat terkait
dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses
regionalisme di ASEAN.

Oleh sebab itu, kajian dalam buku ini mencoba
untuk memetakan siapa saja stakeholders non-negara yang
terlibat dalam proses regionalisme di ASEAN dan sejauh
mana keterlibatan mereka mampu mempengaruhi
proses-proses yang ada. Buku ini, secara lebih spesifik,
mencoba untuk menjelaskan keterlibatan stakeholders
tersebut dalam dua sektor regionalisasi ASEAN: Hak
Asasi Manusia (HAM) dan Usaha Kecil & Menengah
(UKM). Dua cerita yang berbeda didapatkan dari dua

1 Collins, A. (2008). A people-oriented ASEAN: a door ajar or closed
for civil society organizations?. Contemporary Southeast Asia: A Journal
of International and Strategic Affairs, 30(2), 313-331. Llhat juga
Chandra, A. C. (2009). Civil society in search of an alternative
regionalism in ASEAN. International Institute for Sustainable
Development= Institut international du développement
durable.Gerard, K. (2014). ASEAN's engagement of civil society:
Regqulating dissent. Basingstoke: Palgrave.

2 Lihat kajian Terry MacDonald tentang stakeholders dalam politik
global, Macdonald, T. (2008). Global stakeholder democracy: Power and
representation beyond liberal states. Oxford University Press.
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sektor tersebut. Di sektor HAM, organisasi-organisasi
masyarakat sipil, akademisi, dan think tank sudah
mencoba untuk terlibat dalam proses regionalisme yang
ada sejak 2003. Pada batas tertentu, stakeholders tersebut
mampu merebut ruang-ruang yang ada di ASEAN,
seperti AICHR atau menciptakan proses-proses
konsultasi. Namun, pada batas yang lain, mereka juga
harus berhadapan dengan hegemoni negara yang juga
berkepentingan terhadap ASEAN.

Kondisi yang agak berbeda terjadi di sektor UK,
yang notabene merupakan ‘perluasan’ dari Masyarakat
Ekoniomi ASEAN. Di sektor UKM, stakeholders yang ada
punya keterbatasan dalam mempengaruhi proses-proses
regional, karena operasionalisasi dari kebijakan-
kebijakan tentang UKM justru dilakukan di tingkat
nasional. Di samping itu, kurangnya sosialisasi dan
fasilitasi pemerintah juga membuat kesadaran UKM
terhadap Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak bisa
dikatakan tinggi. Hal ini, sebagaimana akan ditunjukkan
dalam buku ini, terjadi karena perbedaan nature dari
Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sangat bertumpu
pada  kompetisi ekonomi dan lebih  banyak
menguntungkan kelompok bisnis dengan kekuatan
modal yang lebih besar.3

3 Lihat lebih jauh Blueprint Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hal ini
tidak berarti UKM tidak penting di MEA, karena juga ada bentuk-
bentuk institusionalisasi UKM di MEA.

16
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Mengapa Aktor Non-Negara Penting?

Ada kecenderungan riset-rset tentang ASEAN banyak
mengedepankan ‘negara’ sebagai aktor utama. Hal ini
terutama muncul dalam kajian-kajian Hubungan
Internasional -atau mereka yang menariknya dari
disiplin semacam Manajemen & Kebijakan Publik atau
Politik & Pemerintahan— yang terlalu menitikberatkan
pada ‘negara’. Hal ini bisa jadi tak terhindarkan manakala
kita membicarakan ASEAN, vyang sejak awal
pembentukannya -Deklarasi Bangkok 1967 —memang
didominasi oleh perwakilan negara.

Buku ini memberikan empat justifikasi mengapa
aktor non-negara penting dalam politik regionalisme
ASEAN. Pertamna, struktur regionalisme ASEAN sudah
berkembang, berubah, dan bertransformasi dari masa ke
masa. Perkembangan yang paling baru terlihat pada
tahun 2003, ketika negara-negara anggota ASEAN
sepakat untuk memperluas cakupan institusional
ASEAN dalam nafas ‘Masyarakat ASEAN’ atau
‘Komunitas Kawasan’. Sebagaimana akan ditunjukkan
dalam buku ini, KTT ASEAN tahun 2003 di Bali menjadi
penanda mulai diperluasnya skema regionalisme
ASEAN. Kendati perluasan itu pada dasarnya adalah
untuk mengakomodasi sektor bisnis dan membuka jalur
perdagangan yang lebih ‘bebas’, proyek ‘regionalisme
baru’ ini pada dasarnya juga membuka kesempatan bagi

17
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aktor-aktor non negara untuk terlibat, meskipun hanya
dalam batas-batas tertentu.*

Kedua, implikasi lanjutan dari berkembangnya
struktur dan desain institusional tersebut adalah
berkembangnya model partisipasi bagi aktor-aktor non-
negara. KTT ASEAN 2003 telah memberikan perubahan-
perubahan institusional melalui diperkenalkannya
norma-norma baru di ASEAN.> Hal ini tak terelakkan
karena, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya,
perubahan atau perluasan struktur mengimplikasikan
perluasan model dan pola partisipasi aktor, yang tak
terbatas hanya pada negara, tapi juga aktor non-negara.
Banyak kajian yang sudah melihat bahwa ‘masyarakat
sipil’ sudah mulai terlibat dalam proses regionalisme.

4 Lihat, misalnya, kajian komprehensif dari Helen Nesadurai tentang
AFTA atau kajian-kajian tentang ‘new regionalism” dalam konteks
ASEAN. Nesadurai, H. E. (2003). Globalisation, domestic politics and
regionalism: The ASEAN Free Trade Area. Routledge; Wei-Yen, D. H.
(Ed.). (2007). Brick by brick: The building of an ASEAN Economic
Community. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies; Hew, D.,
& Soesastro, H. (2003). Realizing the ASEAN economic community
by 2020: ISEAS and ASEAN-ISIS approaches. ASEAN Economic
Bulletin, 20(3), 292-296.

5Poole, A. D. H. (2013). Institutional change in regional organizations:
the emergence and evolution of ASEAN norms (Doctoral dissertation,
University of British Columbia).

¢ Lihat, misalnya, Gerard, K. (2014). ASEAN's engagement of civil
society: Requlating dissent. Springer. Kajian sebelumnya lihat
Acharya, A. (2014). Constructing a security community in Southeast
Asia: ASEAN and the problem of regional order. Routledge, third
editoion, lihat chapter 7; Acharya, A. (2003). Democratisation and
the prospects for participatory regionalism in Southeast Asia. Third
World Quarterly, 24(2), 375-390; Narine, S. (2002). Explaining ASEAN:
Regionalism in Southeast Asia. Lynne Rienner Publishers.

18
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Buku ini berkontribusi untuk memperkaya kajian
tersebut dengan mengulas pola dan cara kelompok-
kelompok non-negara tersebut dalam berpartisipasi
dalam struktur regionalisme ASEAN yang semakin
dinamis, serta melihat apa batas-batas partisipasi
tersebut.

Ketiga, pada dasarnya, aktor non-negara adalah
penerima dampak paling utama dari negosiasi-negosiasi
yang dilakukan oleh perwakilan negara di ASEAN.
Penerima dampak ini akan menjadi elemen penting yang
sering kali terlupakan dalam kajian-kajian ASEAN yang
terlalu berorientasi pada “negara”. Memahami ASEAN
dalam  perspektif =~ “penerima  dampak”  akan
memungkinkan kita untuk memahami sejauh mana
ASEAN, sebagai bentuk regional governance paling terkini,
memberikan dampak-dampak sosial dan politis kepada
semua entitas yang ada di dalamnya. Sejauh ini, kajian-
kajian yang berorientasi dan berpusat pada ‘negara’
melihat ASEAN sekadar sebagai permainan diplomatik
perwakilan negara yang mencoba menyeragamkan
kepentingannya, atau terlalu berpusat pada desain dan
mekanisme institusionalnya.” Perspektif semacam ini
gagal melihat sejauh mana dampak yang muncul dari
proses-proses negosiasi yang dilakukan oleh perwakilan
negara tersebut bagi kelompok-kelompok masyarakat
yang terdampak. Atas dasar pertimbangan itulah, buku
ini mencoba melihat ASEAN dari sisi “penerima

7 Sebagai contoh, lihat Emmers, R. (2012). Cooperative Security and the
Balance of Power in ASEAN and the ARF. Routledge; Beeson, M.
(2008). Institutions of the Asia-Pacific: ASEAN, APEC and beyond.
Routledge.
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dampak’, yang semakin melibatkan diri dalam proses
regionalisme yang kian kompleks, dan bukan sekadar
dari aktivitas-aktivitas elit diplomatik.

Keempat, dalam konteks yang lebih teoretis,
penting untuk melihat “ASEAN’ tidak hanya dalam
perspektif ‘struktur” atau sekadar melihatnya pada basis
kelembagaan yang di dalamnya terbatas pada negara,
tetapi juga pada basis agensi. Dengan kata lain, penting
untuk menempatkan ASEAN pada konteks perdebatan
struktur-agensi. Perdebatan mengenai struktur-agensi
dalam kajian Hubungan Internasional kontemporer,
terutama yang berargumen pada teori-teori sistemik,
biasanya melihat ‘struktur” hanya dalam konteks sistem
internasional yang diisi oleh ‘negara’ (yang kemudian
dipandang sebagai ‘unit-level’).? Buku ini berargumen
bahwa (1) “agensi politik” penting dalam studi Hubungan
Internasional; dan (2) ‘agensi’ tidak terbatas hanya dalam
wujud ‘negara’, tetapi juga melibatkan aktor-aktor non-
negara, karena perubahan struktur regional yang
mengimplikasikan adanya perluasan dalam desain

8 Kajian teoretik terbaik yang memisahkan “unuit-level” dan
‘systemic-level” ini bisa dilihat pada Waltz, K. N. (1979). Theory of
international politics. New York: McGraw-Hill. Beberapa perspektif
tentang problem ‘struktur-agen” dalam studi politik dan Hubungan
Internasional lihat, misalnya, Wendt, A. E. (1987). The agent-
structure problem in international relations theory. International
organization, 41(03), 335-370; Dessler, D. (1989). What's at stake in the
agent-structure debate?. International organization, 43(03), 441-473;
Wight, C. (2006). Agents, structures and international relations: politics
as ontology (Vol. 101). Cambridge University Press; Joseph, ]. (2008).
Hegemony and the structure-agency problem in International
Relations: a scientific realist contribution. Review of International
Studies, 34(01), 109-128.
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institusiinal di ASEAN. Oleh sebab itu, buku ini
memandang perlu untuk melihat sejauh mana aktor non-
negara mendorong dan diakomodasi kepentingannya
dalam proses pengambilan keputusan di ASEAN,
terutama setelah tahun 2003.

Mengapa Diplomasi Stakeholders?

Buku ini memperkenalkan istilah diplomasi stakeholders
untuk menjelaskan pola-pola partisipasi aktor non-
negara di ASEAN. Istilah stakeholders akan digunakan
secara bergantian dengan aktor non-negara. Istilah ini
berbeda dengan istilah lain seperti, masyarakat sipil, yang
dalam buku ini akan digunakan untuk merujuk pada
advokasi yang dilakukan oleh aktivis-aktivis NGO
Indonesia yang bergerak di isu HAM. Kami melihat
bahwa istilah masyarakat sipil akan merujuk pada
pengorganisasian kelompok masyarakat yang memiliki
kepentingan independen terhadap masyarakat politik,
yaitu ‘negara’.’ Dengan demikian, penggunaan istilah ini
tidak relevan untuk menjelaskan Usaha Kecil Menengah
dan asosiasi usaha. Selain itu, pola partisipasi dalam
konteks ASEAN pada dasarnya bukanlah pola partisipasi
yang terbuka, melainkan terfasilitasi dalam desain

? Dalam mengembangkan argumen ini, kami merujuk pada
pendekatan Gramscian tentang ‘masyarakat sipil’. Lihat Gramsci, A.
(2006). State and civil society”, dalam Sharma, A. (ed). The
anthropology of the state: A reader, 71-85.Lihat juga Cox, R. W. (1983).
Gramsci, hegemony and international relations: an essay in method.
Millennium-Journal of International Studies, 12(2), 162-175; Kajian lain
yang relevan, kendati tidak melihatnya dalam perspektif yang pure
Gramscian, lihat Colas, A. (2002). International civil society: Social
movements in world politics. Cambridge: Polity Press.
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institusional yang -dalam titik tertentu — mengharuskan
aktor-aktor yang terlibat untuk diakui/diakreditasi
secara kelembagaaan.'®

Istilah stakeholders yang digunakan dalam buku ini
merjuk pada kajian yang dilakukan oleh Terry
MacDonald. Ia berargumen bahwa dalam konteks
masyarakat ‘demokratis’ yang tertutup, pengambilan
keputusan yang berbasis pada stakeholders menjadi jalan
keluar. Hal ini, menurutnya, relevan untuk memahami
global governance yang pola pengambilan keputusannya
berbeda dengan proses-proses demokratis di tingkat
negara, dimana pembangunan basis legitimasi antara
parlemen/presiden dengan rakyat dilakukan secara
langsung. Di tingkat Global Governance, pengambilan
keputusannya dilakukan dengan melibatkan stakeholders
(pemangku kepentingan) yang berkepentingan secara
langsung terhadap proses-proses governance yang
berlangsung. Stakeholders dalam konteks ini adalah
mereka yang memiliki otonomi individual, dalam arti
punya kebebasan dan kepentingan terkait dengan
formasi global governance. MacDonald memberikan
contoh pada mulai menguatnya pola-pola pengambilan
keputusan berbasis stakeholders di PBB, yang melibatkan

10 Lihat petunjuk akreditasi masyarakat sipil di ASEAN,

http:/ /asean.org/wp-

content/uploads/images/pdf/2014 _upload/ ANNEX%20B %20-
%20Guidelines %200n %20Accreditation %200f %20CSOs %202012.pdf.
Dalam konteks UKM, ASEAN menyediakan blueprint yang
mengatur poila keterlibatan mereka dalam pasar regional. Lihat
Strategic Action Plan 2010-2015 di

http:/ /www.asean.org/storage/images/archive/SME/SPOA-

SME.pdf
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organisasi-organisasi masyarakat sipil seperti Oxfam,
serikat-serikat buruh internasional, atau NGO yang
bergerak di isu-isu pembangunan internasional.!!

Meskipun terbatas (dan pola pengambilan
keputusannya juga banyak mengundang kritik), kami
melihat bahwa konseptualisasi MacDonald berguna
untuk menjelaskan pola partisipasi (dan inklusi) aktor-
aktor non-negara di ASEAN, yang pola pengambilan
keputusannya cenderung tertutup dan punya sejarah
didominasi oleh negara.’> Sebagai contoh, ASEAN
memberlakukan sistem afiliasi untuk masyarkaat sipil
dan, lebih jauh lagi, hanya mengakui ‘perwakilan negara’
sebagai perwakilan resmi dalam negosiasi-negosiasi
tingkat tinggi. Namun demikian, ASEAN juga di sisi lain
memberlakukan ~ mekanisme  ‘konsultasi’  untuk
memastikan suara-suara aktor non-negara terfasilitasi.’3

Formasi semacam ini cukup dekat dengan
konseptualisasi MacDonald tentang stakeholders, dan
penting untuk dilihat ketika kita ingin memahami lebih
jauh aktor non-negara di ASEAN. Dalam konteks ini,
kami melihat ‘negara’ sebagai stakeholders utama di
ASEAN, yang berkompetisi dengan aktor-aktor non-

1 Lihat MacDonald, “Global Stakeholders Democracy”, ch. 2 & 3.

12 Untuk beberapa kritik terhadap konsep ini lihat review dari Kelly
Gerard (2011) dan Clara Brandi (2009). Lihat juga Valentini, L.
(2014). “No Global Demos, No Global Democracy? A
Systematization and Critique” Perspectives on Politics 12 (4): 789-807.
13 Lihat Kelly Gerrard, “ASEAN’s Engagement of Civil Society”, ch.
3.
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negara seperti NGO, UMK, atau pemain bisnis besar di
ASEAN dalam mendefinisikan ASEAN.

Dalam pembacaan kami, stakeholders pada dasarnya
juga melakukan aktivitas diplomasi dalam konteks
regional. Argumen ini mungkin kontroversial,
Diplomasi, dalam literatur-literatur =~ Hubungan
Internasional dan Hukum Internasional, kerap
dilekatkan pada ‘negara’” karena secara tradisional
aktivitas diplomasi hanya dilakukan oleh perwakilan
‘negara’. Namun demikian, sebagaimana dicatat dengan
baik oleh Halvard Leira, ‘diplomasi’ sebagai institusi
dalam politik internasional juga secara historis bukan
sesuatu yang hanya berhak dilekatkan pada ‘negara’,
karena ia bertransformasi, utamanya di Eropa, mengikuti
perjanjian Westphalia (1648) dan Utrecht (1714) yang
menetapkan ‘negara’ sebagai aktor utama dalam
perundingan-perundingan internasional .14

Dalam konteks ini, lebih jauh, kami berargumen
bahwa diplomasi, dengan demikian, bersifat kontingen
terhadap transformasi-transformasi global. Kami melihat
bahwa transformasi ASEAN, dari sekadar ‘organisasi
regional’ menjadi ‘masyarakat kawasan’, dalam titik
tertentu, membuat konteks diplomasi menjadi lebih luas
karena memungkinkan aktor-aktor non-negara untuk
melakukan negosiasi dengan ‘negara’ atau dengan aktor
lainnya, baik secara formal (melalui proses konsultasi)
maupun informal (melalui partisipasi dalam event

14 Lihat Leira, H. (2016). A Conceptual History of Diplomacy. The
SAGE Handbook of Diplomacy, h. 29.
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ASEAN, pembicaraan dengan perwakilan negara, dan
lain-lainnya).

Dengan demikian, argumen kami mengenai
diplomasi stakeholders mencoba untuk melampaui definisi
konvensional tentang ‘diplomasi’ yang dikembangkan
dalam literatur-literatur state-centrist ~ dalam studi
Hubungan Internasional. Kami melihat perlunya
meletakkan diplomasi dalam konteks sosial, dengan
mengembangkan teori-teori sosial untuk memahami
perkembangan institusi diplomasi, global governance, dan
regionalisme.!> Dengan menggunakan strategi ini, kajian
tentang diplomasi bisa berkorespondensi dengan
disiplin-disiplin di luar Hubungan Internasional,
terutama sosiologi, politik, kebijakan publik, atau bahkan
pembangunan sosial. Buku ini berkontribusi untuk
memperkaya kajian di wilayah ini.

15 Ada banyak kajian yang akhir-akhir ini berupayan untuk
mendasarkan studi Hubungan Internasional pada teori-teori sosial.
Selain magnum opus Alexander Wendt, (1999). Social Theory of
International Politics. Cambridge University Press, lihat Joseph, J.
(2012). The Social in the Global: Social Theory, Governmentality and
Global Politics. Cambridge University Press; Hobden, S., & Hobson, J.
M. (2002). Historical sociology of international relations. Cambridge
University Press. Dalam konteks Asia Tenggara lihat ARM Umar.
(2016). “Pathways to Regionalism: A Historical Sociological Analysis
of ASEAN Community” paper presented at the International Studies
Association Asia-Pacific Conference, Hong Kong, 24-26 June 2016.
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Argumen dan Implikasi Kajian

Secara umum, buku ini berargumen bahwa diplomasi
stakeholders, atau secara lebih spesifik merujuk pada
kiprah aktor non-negara di ASEAN akan sangat
tergantung pada desain institusional yang muncul di
ASEAN. Dengan kata lain, perubahan-perubahan dalam
desain institusional yang terbangun di ASEAN akan
sangat menentukan ruang gerak yang tersedia bagi
stakeholders di dalamnya. Kami mengadaptasi logika yang
dibangun oleh Henri Lefebvre tentang ‘produksi ruang’
untuk mengembangkan argumen tersebut. Sebagaimana
akan diulas lebih tajam dalam buku ini, Lefebvre
berargumen bahwa ruang (yang ia maksud dengan ruang
adalah teritori nasional) pada dasarnya tidak terbangun
hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga material, dalam arti
ia tidak hanya dibangun oleh jejaring bangunan dan
infrastruktur fisik, tetapin juga oleh keterlibatan
kekuatan politik yang memungkinkan ia dibangun.
Ruang, dengan demikian, dibangun secara politis dan
melibatkan kontestasi aktor-aktor yang ada di
dalamnya.'®

Dalam konteks kajian regionalism, kita bisa
mengadaptasi argumen Lefebvre tersebut dengan
menempatkan proses regionalisasi di ASEAN sebagai
proses yang kontingen terhadap pertarungan
kepentingan sosial. Secara historis, sejarah terbangunnya
ASEAN sebagai proyek politik regional hanya
dimungkinkan oleh (1) terbangunnya developmental state

16 Lefebvre, H. (2003). Space and the State. State/space: A reader, 84-
100.
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sebagai proyek politik global, yang ditopang oleh (2)
munculnya industrialisasi yang dilindungi negara dan
mengisyaratkan ‘negara otoritarian” untuk memuluskan
proses produksinya.l” Berubahnya diskursus ekonomi
global via neoliberalisme dan krisis Asia mengubah peta
politik regionalisme di ASEAN, serta utamanya
membuka jalan bagi berubahnya formasi regionalisme
dengan munculnya gagasan tentang ‘Masyarakat
ASEAN'".18

Dengan demikian, ruang-ruang institusional yang
ada di ASEAN tidak terbentuk secara alamiah, tetapi
lahir dari proses-proses historis dan politis dalam proses
negosiasi yang berlangsung sejak kelahiran ASEAN pada
tahun 1967 hingga sekarang. Atas dasar itulah kami
berargumen bahwa keterlibatan aktor non-negara juga
sangat dipengaruhi oleh konteks struktural tersebut,
yaitu perubahan desain institusional untuk memberikan
tempat yang lebih luas bagi perdagangan bebas di
ASEAN. Kendati skemanya sangat berorientasi ekonomi,
ada beberapa perkembangan yang memperluas
spektrum regionalisme di wilayah non-ekonomi, seperti
HAM, Gender, maupun sosial dan bduaya.

Buku ini mencoba membangun argumentasi
tersebut dengan memberikan beberapa tinjauan empiris

17 Lihat, misalnya, Leftwich, A. (2001). States of Development: On the
Primacy of Politics in Development. London: Polity; Yoshihara, K.
(1988). The rise of ersatz capitalism in South-East Asia. Oxford
University Press, USA;

18 Jihat Hakim, L. N., (2011). ASEAN: Konstruksi Regionalisme
Ekonomi Asia Tenggara. (Tesis Pascasarjana, Universitas Gadjah
Mada). Lihat juga Umar, “The Pathways to Regionalism”, pp. 25-27,
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mengenai proses institusionalisasi di ASEAN dan
keterlibatan  stakeholders dalam mempertarungkan
kepentingan-kepentingannya di sana. Tinjauan mengenai
proses institusionalisasi di ASEAN akan memberikan
gambaran  sejauh mana  Komunitas =~ ASEAN
dikonsolidasikan, terutama di dua sektor yang menjadi
studi kasus utama riset ini (HAM dan UMKM).
Sementara itu, peta stakeholders akan bermanfaat untuk
mengetahui siapa saja stakeholders di Indonesia yang
terdampak, direpresentasikan, maupun yang secara
langsung terlibat dalam proses-proses regionalisme
ASEAN. Sementara itu, bagi Indonesia, riset ini signifikan
untuk mempersiapkan stakeholders terutama kelompok
masyarakat sipil dalam menyambut Komunitas ASEAN
sudah dideklarasikan per 1 Desember 2015

Dengan adanya penjelasan, baik yang bersifat
konseptual maupun empiris mengenai ‘ruang’ dan
‘stakeholders’, kelompok masyarakat sipil Indonesia bisa
berbenah dan pemerintah/Sekretariat ASEAN bisa
mendorong kelompok masyarakat sipil untuk terlibat
dalam proses-proses regionalisme di Asia Tenggara guna
mencapai people-oriented ASEAN. Sehingga, Masyarakat
ASEAN 2015 tidak lagi hanya sebatas seremoni ‘negara’
atau “pelaku bisnis besar’, tetapi juga mampu menjadikan
ASEAN sebagai ‘people-centred” dan ‘people-oriented
community’ sebagaimana diamanatkan oleh Deklarasi
Kuala Lumpur 2015.

Dengan demikian, secara praktis, buku ini

memberikan dua rekomendasi penting kepada
pemerintah dalam menghadapi Masyarakat ASEAN.
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Pertama, perlu ada pelibatan yang lebih luas terhadap
entitas-entitas non-negara, baik itu organisasi masyarakat
sipil, think tank, komunitas akademik, pelaku usaha,
maupun asosiasi usaha dalam proses-proses negosiasi di
kawasan. Sebab, pada dasarnya kepentingan yang akan
diperjuangkan oleh pemerintah dalam konteks MEA
adalah kepentingan aktor-aktor non-negara tersebut.

Jika pelibatan tidak dilakukan secara utuh,
pemerintah akan kehilangan representasi mereka di
masyarakat dan akan gagal dalam menerjemahkan
kepentingan nasional Indonesia di ASEAN. Kegagalan
tersebut bisa membuat Indonesia tidak siap menghadapi
Masyarakat ~ ASEAN  karena  tidak  mampu
menegosiasikan  kepentingan  stakeholders, padahal
mereka yang akan merasakan dampak langsung dari
Masyarakat ASEAN. Dalam konteks pengambilan
kebijakan publik, terutama dalam konteks Indonesia, hal
ini menjadi sangat penting, terutama karena Indonesia
memiliki komitmen yang sangat kuat untuk
mengakomodasi semua kepentingan dari kelompok
masyarakatnya dalam bentuk pro-people diplomacy.™

Kedua, perlu ada mekanisme yang lebih jelas untuk
mengakomodasi kepentingan aktor non-negara di
ASEAN. ASEAN Charter telah menegaskan “Konsultasi”
sebagai cara untuk mengambil keputusan di tingkat
regional. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk

19 Lihat ARM Umar. (2014). “What Does Jokowi’'s Pro-People
Diplomacy Mean for ASEAN?” ASEAN Studies Center UGM,
http:/ /asc.fisipol.ugm.ac.id /jokowis-pro-people-diplomacy-means-

asean/
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melakukan formalisasi proses “Konsultasi” di tingkat
nasional untuk menjaring aspirasi stakeholders dalam
menghadapi Masyarakat ASEAN. Konsultasi yang
formal akan membuat pemerintah mampu merumuskan
kebijakan secara lebih tepat sasaran.

Selama ini, proses Konsultasi yang ada berlangsung
secara informal atas prakarsa dari Masyarakat Sipil.
Meskipun hal ini penting dan patut diapresiasi, namun
pemerintah seyogianya juga memiliki peran dalam
menjaring aspirasi stakeholders. Pada titik ini, buku ini
berkontribusi untuk membangun kerangka mengenai
pemerintah yang responsif dan representatif terhadap
kepentingan stakeholders-nya, sehingga dengan demikian,
baik negara maupun stakeholders yang ada di dalamnya
akan mampu lebih kompetitif dalam menghadapi
persaingan global. Buku ini juga beresonansi dengan
pentingnya ASEAN untuk membangun kerangka
pemerintah yang representatif dan bertanggung jawab,
atau yang sering disebut sebagai people-oriented ASEAN.
Hal ini penting untuk dipertegas, terutama karena
ASEAN Vision 2015-2025 yang baru-baru ini disahkan
juga memuat komitmen people-oriented tersebut.

Kerangka Isi Buku

Argumen-argumen yang dikembangkan dalam buku ini
akan diuraikan dalam lima bagian besar. Bab pertama
menguraikan rationale ringkas tentang keterlibatan aktor
non-negara. Lebih jauh, bagian ini juga akan memetakan
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posisi ‘diplomasi stakeholders’” dalam kajian mengenai
politik regionalisme ASEAN.

Bab kedua akan mengembangkan argumen teoretis
dan mengupas perspektif-perspektif tentang keterlibatan
aktor-aktor non-negara di ASEAN. Kami berargumen
bahwa teori-teori yang berpusat pada 'negara’ atau
percaya pada ‘mekanisme pasar’ dalam kajian tentang
politik regionalisme ASEAN gagal memberikan argumen
yang meyakinkan tentang aktor-aktor non-negara dan
keterlibatannya dalam ASEAN. Kami menemukan
bahwa perspektif ekonomi politik kritis memiliki potensi
untuk memberikan penjelasan yang lebih terbuka,
dengan membawanya pada pendekatan ‘ruang’ yang
diproduksi secara historis dan sosiologis. Dari sini,
institusi bisa dipandang sebagai ‘ruang’ yang
memungkinkan  aktor-aktor = non-negara  untuk
mengartikulasikan kepentingannya, sejauh ia terbuka
dan tidak dikontrol hanya oleh ‘negara’ sebagai pemain
tunggal.

Melalui perspektif teoretik tersebut, Bab Ketiga
mendiskusikan praktik diplomasi stakeholders dengan
satu studi kasus, yaitu keterlibatan organisasi-organisasi
masyarakat sipil di isu HAM. Bab ini memetakan jalur-
jalur keterlibatan masyarakat sipil, serta kompetisi
mereka dengan perwakilan negara yang selama ini
menjadi aktor utama dalam politik regionalisme ASEAN.
Di titik ini, kami melihat bahwa ada kecenderungan
kontestasi antara perwakilan ‘negara’ dengan ‘organisasi
masyarakat sipil’ dalam proses institusionalisasi HAM di
ASEAN.
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Bab Keempat mendiskusikan studi kasus kedua,
yaitu keterlibatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
dalam politik regionalisme ekonomi di ASEAN. Berbeda
dengan masyarakat sipil di isu HAM, kelompok UKM
banyak difasilitasi oleh negara dalam keterlibatannya.
‘Lawan terberat’ mereka di sini pada dasarnya bukanlah
negara, namun pengusaha yang lebih besar dari berbagai
negara di ASEAN. Buku ini melihat bahwa format
masyarakat ekonomi ASEAN pada dasarnya lebih
mengakomodasi kepentingan pelaku bisnis besar
daripada usaha kecil dan menengah.

Setelah mendiskusikan dua studi kasus secara
empiris, Bab kelima akan merefleksikan temuan-temuan
tersebut secara teoretis dan mencoba untuk membangun
kerangka teori yang lebih utuh tentang diplomasi
stakeholders. Dengan menggunakan pendekatan ’struktur
ruang’, yang dikerangkai dalam perdebatan tentang
‘struktur-agen’ dalam kajian Hubungan Internasional,
buku ini mencoba untuk melakukan teorisasi ulang
tentang diplomasi dan melihat sejauh mana konsep
‘diplomasi stakeholders’ bisa membantu kita dalam
memahami regionalisme ASEAN.

Pada akhirnya, Bab keenam akan memberikan
beberapa kesimpulan atas temuan-temuan dalam buku
ini, baik secara praktis maupun teoretis, Bagian ini juga
akan memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang
relevan terkait dengan keterlibatan aktor non-negara di
ASEAN, baik bagi pemerintah Indonesia maupun dalam
proses-proses pengambilan keputusan di ASEAN.
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BAB 2
AKTOR NON-NEGARA DALAM

POLITIK REGIONALISME ASEAN:
TEORI DAN PERSPEKTIFE

PERKEMBANGAN integrasi di Asia Tenggara pasca-
2003 telah memunculkan format regionalisme baru:
Komunitas ASEAN. Sejak KTT ASEAN di Bali pada
tahun 2003 menyetujui format Komunitas ASEAN yang
disepakati untuk dijalankan secara formal pada tahun
2015, kerja sama dan proses integrasi regional di Asia
Tenggara telah berkembang dengan cukup pesat. Hal ini
dapat terlihat, antara lain, dengan semakin
berkembangnya format kelembagaan di tingkat regional
dan disepakatinya ASEAN Charter pada tahun 2007.
Komunitas ASEAN  mentransformasikan  format
regionalisme di Asia Tenggara dari sekadar ‘organisasi
regional’ menjadi ‘regional governance’ yang lebih
kompleks dan terlembaga.

Perkembangan tersebut menjadi menarik untuk
diulas karena memberikan sesuatu yang tidak

20 Versi awal dari Bab ini dimuat dalam Umar, ARM. (2016).
“Transformasi Ruang dan Partisipasi Stakeholders: Memahami
Keterlibatan Aktor Non-Negara dalam Proses Regionalisme
ASEAN" Jurnal Penelitian Politik 13 (1): 33-52.
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dibayangkan sejak pertama kali ASEAN didirikan. Sejak
kolonialisme berakhir dan meninggalkan konstruksi
negara-bangsa di Asia Tenggara, pembicaraan tentang
regionalisme hampir tidak pernah menemui titik temu.
Kompleksitas tersebut bukan terjadi tanpa sebab. Rodolfo
Severino, mantan Sekretaris Jenderal ASEAN, mencatat
bahwa ASEAN lahir dari persilangan berbagai identitas
yang sebetulnya wvulnerable pada berbagai benturan.
Secara basis kultural, hampir semua negara di Asia
Tenggara adalah negara dengan fondasi etnis dan
kultural yang sangat beragam dan dalam beberapa hal
mewarisi sentimen satu sama lain. Lebih kompleks lagi,
persilangan identitas tersebut juga terjadi di hampir
semua negara. Sebagai contoh, Malaysia, Indonesia, dan
Singapura mewarisi basis identitas yang bersilang antara
Tionghoa, Melayu, dan beberapa etnis lain yang
membuat kepentingan politik luar negeri masing-masing
negara di kawasan juga tak lepas dari sentimen
identitas.?!.

Persilangan identitas tersebut juga semakin rumit
dengan adanya konfigurasi politik luar negeri yang
sangat beragam. Filipina sejak Perang Dunia II dikenal
sangat dekat dengan kepentingan politik luar negeri AS.
Begitu pula Malaysia, Singapura, dengan basis etnisitas
yang dominan, punya kedekatan tertentu dengan Cina.
Di sisi lain, Indonesia (sebelum 1966) membangun poros
dengan Uni Soviet dan Cina. Konfigurasi etnisitas dan

21 Rodolfo Severino. ASEAN. Singapore: ISEAS. Lihat juga Renato
Rosaldo. Cultural Citizenship in Island Southeast Asia: Nation and
Belonging in the Hinterlands. Berkeley and LA: University of
California Press.
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politik itu, seperti diakui Thanat Khoman (mantan
Menteri Luar Negeri Thailand dan salah seorang
Deklarator ASEAN), membuat Asia Tenggara menjadi
semacam theatrum politicumm dari kekuatan-kekuatan
besar dunia. Terbukti, beberapa kerangka regional yang
dibentuk sebelum 1967 seperti SEATO berakhir dengan
kegagalan karena dimensi politisnya yang terlalu
kentara.?

Namun demikian, pada tahun 1967, lima negara di
Asia Tenggara bertemu di Bangkok dan mendeklarasikan
sebuah organisasi regional bernama ASEAN yang
bertahan hingga saat ini. Didirikan diatas kesepakatan
untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang
stabil secara keamanan dan sejahtera secara ekonomi,
ASEAN menjadi sebuah ‘kanal’ dalam kerja sama
kawasan. Hingga tahun 1990an, ASEAN masih diformat
sebagai ‘forum’ yang mempertemukan kepala negara dan
Menteri Luar Negeri di kawasan. Baru pada tahun 1992,
ASEAN memiliki Sekretariat Jenderalnya di Jakarta dan
menandai proses baru regionalisme. Klimaksnya pada
tahun 2003, negara-negara anggota ASEAN sepakat
untuk mempercepat proses integrasi dengan membentuk
Masyarakat ASEAN per 31 Desember 2015.

Dengan konfigurasi politik dan kultural yang
vulnerable tersebut, ada dua pertanyaan yang bisa
dimunculkan.  Pertama, sejauh  mana  ASEAN
bertransformasi secara politis, dari sekadar ‘organisasi
regional” sejak awal mula pembentukannya pada tahun

22 Thanat Khoman. “Conception and Evolution”, dalam Kernial S.
Sandhu (ed.) The ASEAN Reader. Singapore: ISEAS.

36



Diplomasi Stakeholders

1967, hingga menjadi Masyarakat ASEAN dengan tiga
pilar kelembagaannya pada tahun 2003? Kedua, sejauh
mana transformasi kelembagaan tersebut kemudian
berkontribusi pada relasi stakeholders yang kemudian
berpartisipasi di ASEAN, baik negara maupun non-
negara?

Buku ini ingin mendiskusikan dua pertanyaan
tersebut dengan melacak transformasi gagasan tentang
‘Masyarakat ASEAN’ dan melihat dinamika dan
kontestasi antara negara dan aktor-aktor non-negara
dalam proses regionalism tersebut. Hal ini penting untuk
dibaca karena konstruksi ‘Masyarakat Internasional’
kontemporer pada dasarnya sangat terkait dengan
kontestasi-kontestasi politik antara aktor yang ada dalam
lanskap politik tersebut.??> Dengan menggunakan teori
kritis, regionalisme tidak hanya bisa dilihat dalam
konteks negosiasi antara-negara, tetapi juga sebagai ajang
‘kekuatan sosial” (social forces) -meminjam istilah Robert
W Cox (1981)— yang ada dalam spektrum kawasan
tersebut. Hal ini mengimplikasikan perlunya analisis
mengenai keterlibatan stakeholders non-negara dalam
proses transformasi ‘ruang’ kelembagaan yang terjadi di
ASEAN.

2 Uraian tentang perspektif ‘geopolitik kritis” dalam memahami
ruang, regionalisme, dan hubungan internasional, lihat Richard
Ashley. The geopolitics of geopolitical space: toward a critical social
theory of international politics. Alternatives, 12(4), p. 403; Kelly
Gerrard. ASEAN's engagement of civil Society: Regulating Dissent.
Basingstoke: Palgrave; Andrew Hurrell. One world? Many worlds?
The place of regions in the study of international society.
International Affairs, 83(1), 127-146.
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Untuk  mengelaborasi  argumen  tersebut,
pembahasan Buku ini akan dibagi ke dalam empat bagian
besar. Bagian pertama Buku ini akan menjelaskan
transformasi ASEAN dari sekadar ‘organisasi
internasional’ menjadi ‘masyarakat kawasan’. Berangkat
dari transformasi historis tersebut, bagian kedua akan
menjelaskan munculnya para stakeholders dalam proses
regionalisme ASEAN, yang dimungkinkan dari
perubahan desain institusional ASEAN pasca-2003.
Bagian ketiga akan memberikan penjelasan teoretik
untuk menjelaskan kemunculan stakeholders di ASEAN
pasca-2003, dengan penekanan pada perspektif “produksi
ruang’ yang ditawarkan oleh Henri Lefebvre. Bagian
keempat akan memberikan tinjauan ringkas atas
‘transformasi ruang’ dan ‘keterlibatan stakeholders’
tersebut pada dua kasus, yakni munculnya advokasi
kelompok Masyarakat Sipil di isu HAM serta keterlibatan
UKM dalam memperluas akses pasarnya di ASEAN.

Stakeholders di ASEAN: Perspektif Teoretis

Kajian tentang keterlibatan stakehilders non-negara tidak
banyak dilakukan dalam konteks regionalisme, terutama
regionalisme di Asia Tenggara. Sejauh ini, kajian-kajian
yang dilakukan dalam spektrum perspektif realisme,
konstruktivisme, atau English School lebih banyak
menaruh perhatian pada ‘negara’ sebagai aktor utama
dan pada gilirannya mengesampingkan aktor non-
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negara.?* Pendekatan ini banyak dikritik oleh liberalisme
yang menekankan interdependensi dan kerjasama
kawasan, serta teori kritis yang melihat regionalisme
sebagai proyek politik dan konsolidasi kapitalisme di
tingkat regional.?

Umumnya, istilah stakeholders digunakan dalam
dua mainstream kajian: tata kelola perusahaan dan
partisipasi warga negara dalam demokrasi.?® Dalam
kajian tata kelola perusahaan, stakeholder didefinisikan
sebagai orang yang terpengaruh/mempengaruhi bagi
pencapaian tujuan perusahaan dan oleh karenanya
penting bagi perusahaan.?” Dalam ranah kajian ini, teori

24 Ralf Emmers. Geopolitics and Maritime Territorial Disputes In East
Asia. London: Routledge; Jurgen Haacke. ASEAN's diplomatic and
security culture: origins, development and prospects. Routledge; Linda
Quayle. Southeast Asia and the English School of International Relations:
A Region-Theory Dialogue. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.

% Untuk pendekatan liberal-institusionalis lihat, misalnya, Petri, P.
A., Plummer, M. G., & Zhai, F. ASEAN economic community: A
general equilibrium analysis. Asian Economic Journal, 26(2), 93-118; N.
Ganesan, Testing neoliberal institutionalism in Southeast Asia.
International Journal, 50(4), 779-804. Untuk pendekatan kritis lihat
Hameiri, S., & Jayasuriya, K. Regulatory regionalism and the
dynamics of territorial politics: The case of the Asia-Pacific region.
Political Studies, 59(1), 20-37.

2 Andrew Crane Dirk Matten, dan Jeremy Moon. "Stakeholders as
Citizens? Rethinking Rights, Participation, and Democracy". Journal
of Business Ethics. Vol. 53. No.1-2; SK Mitra & VB Singh When rebels
become stakeholders: democracy, agency and social change in India. Sage
Publications India;

2 Edward R Freeman. "The Politics of Stakeholder Theory: Some
Future Directions." Business Ethics Quarterly Vol. 4. No.4; Jeff
Frooman. "Stakeholder Influence Strategies." Academy of Management
Review. Vol. 24. No. 2; Freeman, R. Edward, Jeffrey S. Harrison, and
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tentang stakeholder harus dihubungkan dengan teori lain,
yaitu teori ketergantungan sumber daya. Menurutnya,
sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk
pencapaian tujuannya sangat bergantung pada faktor-
faktor yang sifatnya nonteknis. Stakeholder menjadi salah
satu variabel determinan yang memiliki pengaruh pada
perusahaan.

Sementara itu, dalam kajian-kajian tentang
demokrasi, stakeholders diposisikan sebagai ‘agen” dalam
proses demokratisasi. Konsep tentang stakeholders
muncul dalam kajian-kajian tentang ‘demokrasi
partisipatoris” atau ‘demorasi deliberatif’?®. Kajian Mitra
dan Singh di India melihat bahwa kelompok-kelompok
sosial yang saling mengontestasikan dan
mengartikulasikan kepentingannya pada dasarnya harus
dilihat sebagai stakeholders untuk membangun proses
politik yang demokratis.?’. Dalam perumusan kebijakan
seperti lingkungan, stakeholders dipersepsikan sebagai
pihak yang harus terlibat dan dimintai pendapat untuk
menentukan kebijakan yang ada.3® Stakeholders penting
dalam proses demokratis karena setiap keputusan yang
diambil harus mengikutsertakan semua kepentingan

Andrew C. Wicks. Managing for Stakeholders: Survival, Reputation, and
Success. New Haven: Yale University Press.

28 Lihat David Held. Models of Democracy. London: Polity; Eriksen,
Erik Oddvar, and John Erik Fossum (eds). Democracy in the European
Union: Integration through Deliberation?. London: Routledge; lihat
juga Andrew Crane Dirk Matten, dan Jeremy Moon. "Stakeholders
as Citizens?".

2 SK Mitra & VB Singh, When rebels become stakeholders.

30 Norman Miller, Environmental Politics: Stakeholders, Interests, and
Policy Making. London and New York: Routledge.
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politik yang saling berkontestasi dalam arena politik
yang ada.3!

Beberapa kajian tersebut pada dasarnya melihat
stakeholders sebagai ‘agen’ dalam politik demokrasi.
Dalam literatur-literatur tentang ‘demokrasi deliberatif’,
demokrasi tidak dipahami hanya sebagai ‘aturan main’
dalam proses politik yang ada, melainkan dengan
mendorong keterlibatan masyarakat ‘sipil’ dalam
perumusan kebijakan yang ada.3?> Artinya, dalam
kerangka ini, keterlibatan stakeholders esensial dalam
proses pembuatan keputusan yang demokratis.
Sebagaimana digarisbawahi oleh Jon Elster :

“Deliberative Democracy rests on argumentation,
not only in the sense that it proceeds by argument,
but also in the sense that it must be justified by
arqument. It may not be obvious that arquing is the
best way of making collective decisions. All things
considered, bargaining or simply votin without prior
communication might be superior”33

Dalam konteks “demokrasi deliberatit”, partisipasi
stakeholders menjadi sangat penting. Partisipasi, menurut

31 Andrew Crane Dirk Matten, dan Jeremy Moon. "Stakeholders as
Citizens?".

32 John Gastil dan Peter Levine. The Deliberative Democracy Handbook:
Strategies for Effective Civic Engagement in the Twenty-First Century.
San Fransisco, CA: Jossey-Bass; John S Dryzek. Deliberative
Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations. Oxford: Oxford
University Press; Jon Elster. Deliberative Democracy. Vol. 1.
Cambridge, UK: Cambridge University Press.

3 Jon Elster, Deliberative Democracy. p. 9.
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perspektif ini, dimaknai dalam bentuk
‘perdebatan’/argumentasi. = Demokrasi  deliberatif
mengisyaratkan adanya ‘rasionalitas’ sebagai dasar
dalam membuat keputusan. Oleh karena itu, untuk
memastikan sebuah keputusan demokratis, keterlibatan
semua komponen/stakeholders dalam proses pembuatan
keputusan menjadi sangat penting. Hal ini terlihat,
misalnya, dalam konteks pengambilan kebijakan
lingkungan, ketika pelibatan kelompok-kelompok yang
terdampak  terhadap sebuah fenomena  (baik
pembangunan maupun industri) akan menentukan
seberapa demokratis sebuah kebijakan dibuat.

Kerangka demokrasi deliberatif menjadi sebuah
pendekatan yang cukup sering digunakan dalam
memahami keterlibatan stakeholders. Namun, perspektif
ini sebetulnya juga menemui beberapa keterbatasan.
Pertama, perspektif ini terlalu menekankan ‘rasionalitas’
sebagai pilar utama dalam demokrasi. Sebagaimana
ditulis oleh Elster, demokrasi deliberatif membutuhkan
‘argumen’  sebagai  kerangka  utama = dalam
mendefinisikan praktik politik.3* Konsepsi ini, pada
praktiknya, tidak hanya terjadi karena publik tidak selalu
bersifat rasional. Proponen teori ‘rational choice” dan para
ekonom melihat deliberasi sebagai ancaman terhadap
manajemen sumber daya publik, terutama yang terkait
dengan kelangkaan.3®

3 Jbid.
% David E. Campbell.. "Social Networks and Political
Participation." Annual Review of Political Science. No. 16.
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Di sisi lain, rasionalitas yang diandaikan oleh
pendekatan ini juga tidak bisa diaplikasikan dalam
konteks masyarakat yang lebih luas, karena ‘rasionalitas’
mensyaratkan adanya pengetahuan yang setara di semua
lapisan masyarakat. Mengikuti Cass Sunstein, Campbell
berargumen bahwa pada kenyataannya, deliberasi hanya
dilakukan di tingkat elit dan sangat mengandalkan
‘representasi’ karena rasionalitas mengimplikasikan
hanya orang-orang yang punya kecakapan/pengetahuan
tertentu yang bisa mengambil keputusan.3¢ Oleh sebab
itu, konsepsi rasionalitas membuat perspektif ini terbatas
dalam memahami partisipasi masyarakat dalam satu
konteks masyarakat tertentu.

Kedua, perspektif demokrasi deliberatif juga
meniadakan konflik dan kontestasi yang ada di
masyarakat. Di antara kritikus yang cukup terkemuka
dalam cara pandang ini adalah Chantal Mouffe. Menurut
Mouffe, demokrasi deliberatif justru mereduksi
konflik/kontestasi yang ada dalam masyarakat menjadi
‘konsensus’ yang didasarkan pada rasionalitas.?”
Mengutip Wittgenstein, Mouffe mengkritik cara pandang
proponen demokrasi deliberatif yang menurutnya
terlampau menghindari konflik. Dalam perspektif
deliberatif, rasionalitas publik menentukan keputusan
yang diambil. Mouffe melihat cara pandang ini justru
mereduksi adanya kontestasi dalam masyarakat yang
tidak hanya bertumpu pada rasionalitas, melainkan juga
konflik. Menurut Mouffe, cara berpikir yang

% Jbid.
%7 Chantal Mouffe. "Deliberative Democracy or Agonistic
Pluralism?." Social Research 66 (3): 745-758.
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menghindari konflik dan kontestasi justru merepresi
kepentingan-kepentingan kelompok sosial tertentu atas
dalih ‘rasionalitas” dan ‘deliberasi’.38

Ketiga, cara pandang demokrasi deliberatif ini juga
terbatas dalam memahami politik regional. Meskipun
dalam beberapa kajian tentang Uni Eropa, perspektif ini
muncul sebagai kritik terhadap ‘elitisme’ dalam
pengambilan keputusan di Uni Eropa, perspektif
deliberatif juga tidak mampu memberikan penjelasan
mengenai  bagaimana  mengaktifkan  kesadaran-
kesadaran rasional publik untuk lanskap politik yang
lebih besar dari ‘negara-bangsa’.3® Secara lebih spesifik,
dalam konteks ASEAN, cara pandang ini juga kurang
mampu menjelaskan bagaimana deliberasi bisa berjalan
dalam format regionalisme yang sangat state-centric dan
tidak banyak memberikan ruang bagi aktor-aktor non-
negara. Jika cara pandang ‘deliberasi’ digunakan, kita
akan terjebak pada cara pandang yang sangat bertumpu
pada ‘negara’ dan melupakan fakta penting bahwa
‘negara’” pada dasarnya adalah arena pertemuan dan
kontestasi berbagai kepentingan politik.4°.

Selama ini, literatur tentang ASEAN memang
didominasi oleh perspektif realis yang sangat percaya

3 Ibid. lihat juga Mouffe, "Democracy in a Multipolar

World." Millennium-Journal of International Studies. Vol. 37. No. 3.

39 Andrew Moravcsik, "Is There a “Democratic Deficit’ in World
Politics? A Framework for Analysis". Government and Opposition. Vol.
39. No. 2.

40 JM Hobson, "The Historical Sociology of The State and The State of
Historical Sociology in International Relations." Review of
International Political Economy. Vol. 5. No.2.
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dengan ‘negara’ dan ‘perimbangan kekuasaan’ (balance of
power), sehingga melupakan aktor-aktor di luar negara.*!,
perspektif liberal-institusionalis yang terlalu
menitikberatkan pada kapasitas institusi regional sebagai
governance baru.*?, dan perspektif konstruktivisme yang
concern pada isu-isu identitas dan norma-norma dalam
regionalisme.#> Kami berargumen bahwa realisme dan
konstruktivisme terbatas dalam menjelaskan stakeholders
karena tendensi state-centric mereka. Perspektif realisme
berargumen bahwa ASEAN pada dasarnya merupakan
hasil dari negosiasi negara-negara di Asia Tenggara
untuk  membangun  stabilitas  kawasan  dan
menghindarkan lingkungan mereka dari ekses Perang
Dingin.#

Sedikit lebih maju dari realisme, konstruktivisme
melihat lingkungan sosial kawasan (interaksi antara
negara sebagai ‘agen” dan politik internasional) sebagai
variabel yang mempengaruhi ASEAN.#> Perspektif ini

41 Ralf Emmers. Geopolitics and Maritime Territorial Disputes In East
Asia; Michael Leifer. ASEAN and the Security of Southeast Asia.
London and New York: Routledge.

42 Mark Beeson. Institutions of the Asia-Pacific: ASEAN, APEC, and
Beyond. London and New York: Routledge.

4 Amitav Acharya, Constructing A Security Community in Southeast
Asia. London and New York: Routledge; Jurgen Riiland,”The Limits
of Democratizing Interest Representation: ASEAN’s Regional
Corporatism and Normative Challenges.” European Journal of
International Relations. No. 20. No.1.

4 Ralf Emmers. Geopolitics and Maritime Territorial Disputes In East
Asia; Michael Leifer. ASEAN and the Security of Southeast Asia.
London and New York: Routledge.

4% Amitav Acharya, Constructing A Security Community in Southeast
Asia. London and New York: Routledge; Jurgen Riiland,”The Limits
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memang memberikan jawaban yang lebih memuaskan
mengenai terbangunnya Komunitas Kawasan, namun
terlampau menekankan pada peran negara dan
pemimpinnya dalam diplomasi kawasan. Sementara itu,
perspektif liberal-institusionalisme dan konstruktivisme
terlalu menekankan kerjasama ‘ekonomi’ dan justru
gagal melihat relasi stakeholders di ASEAN dengan
wacana-wacana politik hegemonik yang beroperasi di
ASEAN 46

Kelemahan tiga perspektif tersebut, sebagaimana
dikritik oleh Kelly Gerrard, adalah methodological
nationalism yang berasumsi bahwa ‘perilaku negara’
dalam konteks politik regional adalah sebangun dengan
relasi antara negara dan warganya.*” Dengan asumsi itu,
stakeholders dalam politik regional menjadi terbatas, yaitu
negara atau organisasi internasional. Padahal, dalam
kurun waktu 1-2 dasawarsa terakhir, muncul berbagai
aktor ‘jaringan advokasi transnasional’ atau ‘jaringan
pengetahuan transnasional’ yang mulai berupaya
mempengaruhi proses regionalisme kawasan.®® Oleh

of Democratizing Interest Representation: ASEAN’s Regional
Corporatism and Normative Challenges.” European Journal of
International Relations. No. 20. No.1; Hiro Katsumata, Reconstruction
of diplomatic norms in Southeast Asia: The case for strict adherence
to the" ASEAN Way". Contemporary Southeast Asia: A Journal of
International and Strategic Affairs, 25(1), p. 104-121.

4 Lugman-nul Hakim, ASEAN: Konstruksi Regionalisme Ekonomi
Asia Tenggara. Tesis Pascasarjana. Yogyakarta: Jurusan Ilmu
Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada.

47 Kelly Gerrard. ASEAN's engagement of civil Society.

48 Helen Nesadurai dan Diane Stone, “Southeast Asian Research
Institutes and Regional Cooperation”, dalam Diane Stone (ed).
Banking on Knowledge: The Genesis of the Global Development Network.

46



Diplomasi Stakeholders

sebab itu, perspektif-perspektif ini gagal menyediakan
penjelasan pada aktor-aktor non-negara yang sedang
tumbuh berkembang di aras regionalisme ASEAN.

Jalan keluar dari kebuntuan dalam kajian-kajian
tentang stakeholders tersebut ditawarkan oleh perspektif
kritis. Dengan menggunakan framework critical political
economy, kajian Kelly Gerard melihat bahwa keterlibatan
stakeholders seharusnya dilihat dari konflik dan kontestasi
kepentingan antara aktor-aktor sosial yang saling
berseteru di ASEAN. %, Perspektif ini melihat negara,
pasar, atau institusi-institusi sosial yang ada didalam satu
lanskap politik tertentu sebagai sesuatu yang terbentuk
secara sosial dan terstruktur melalui pertarungan aktor-
aktor sosial yang saling memperebutkan ruang yang ada.
Dengan demikian, ASEAN pada dasarnya adalah “arena’
yang diperebutkan oleh aktor-aktor pembentuknya -
negara, pemain bisnis, kelompok-kelompok NGO,
hingga gerakan-gerakan sosial.>

Dengan demikian, jika ASEAN dilihat sebagai
‘arena’ tempat kepentingan-kepentingan bertemu di
kawasan, penting untuk membedah keberadaan ‘ruang’
di ASEAN serta efektivitas dari advokasi yang dilakukan
selama ini secara lebih mendalam. Untuk keperluan
tersebut, guna melihat ‘ruang’ dalam perspektif yang
lebih holistik, analisis yang dilakukan tidak cukup

London: Routledge; Shaun Narine, Explaining ASEAN: Regionalism
in Southeast Asia. Boulder: Lynne Rienner Publishers.

4 Gerard, Kelly. 2013. "From the ASEAN People's Assembly to the
ASEAN Civil Society Conference: the Boundaries of Civil Society
Advocacy." Contemporary Politics. Vol. 19. No. 4. p. 40-41.

50 Ibid. p. 41.
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sekadar melihat arsitektur kelembagaan yang ada,
melainkan juga wacana apa yang membentuk arsitektur
kelembagaan tersebut dan bagaimana arsitektur
kelembagaan yang ada di ASEAN tersebut berevolusi
dan melahirkan ruang dalam proses sejarah tersebut.
Buku ini berargumen bahwa konsep ‘produksi ruang’
yang diutarakan oleh Henri Lefebvre akan berguna untuk
menjelaskan evolusi ruang sosial yang terdapat di
ASEAN. Menurut Lefebvre, setiap interaksi sosial
manusia melahirkan ruang yang terbentuk secara
dialektis, sehingga, ‘ruang’ adalah produk, dan dibentuk
secara diskursif dari wacana-wacana tertentu yang terus
direproduksi dalam relasi sosial manusia.5!

Dalam perspektif ASEAN, penting untuk mengisi
gap teoretis yang muncul di atas dalam perspektif ruang.
Menurut Lefebvre, setiap aparatus politik membentuk
dua hal penting: teritorialitas dan ruang. Kendati
Lefebvre mengarahkan analisisnya dalam konstruksi
‘politik nasional’, dengan terbentuknya konstruksi
Komunitas ASEAN, konsep-konsep teritorialitas dan
ruang tersebut juga perlu dipahami dalam konteks politik
regionalisme yang sedang berlangsung. Lefebvre melihat
bahwa ‘negara’ terbentuk dari munculnya “teritori; yang
bersifat fisik. Dari ‘ruang fisik” tersebut, ia berevolusi
menjadi ‘ruang-ruang sosial’ yang di dalamnya muncul
aturan-aturan hukum, bahasa, hingga institusi. Ruang
sosial tersebut kemudian bertransformasi menjadi ‘ruang

51 Lihat Henri Lefebvre,. Henri Lefebure: key writings. Bloomsbury
Publishing.
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mental’ setelah ada pembentukan identitas bersama yang
ada di dalamnya.>?

Menurut Lefebvre, ‘ruang’ tersebut dibentuk dari
artikulasi-artikulasi politik aktor yang ada di dalamnya.
Oleh sebab itu, penting untuk memahami munculnya
‘ruang’ di dalam sebuah arena politik (dalam konteks ini,
ASEAN) dengan  memperhatikan  kepentingan-
kepentingan siapa yang bermain dalam arena tersebut.
Artinya, ‘ruang’ tidak hanya dipahami sebagai sesuatu
yang dibentuk oleh aparatus kekuasaan tertentu (seperti
negara) atau terbentuk dengan sendirinya, melainkan
merupakan hasil dari negosiasi dan konflik antara aktor-
aktor yang ada di